
 

 

 

 

 

 

WALIKOTA PAREPARE 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 
PERATURAN WALIKOTA PAREPARE 

NOMOR  45 TAHUN 2015 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA  ESA, 

 

WALIKOTA PAREPARE 
 

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 7 
Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor Tahun 2015 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2015, maka perlu ditetapkan 
Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2015; 

 

  b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2015. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II DI Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 

 

   7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) 
sebagaimana dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 

Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 204 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembarab Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 

 8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

 9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4577);  

 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578);  

 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614);  

 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5156);  

 

 



 

  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana 
telah diubah dua Kali Terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;  

14. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 

2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran daerah Kota Parepare Tahun 2008 
Nomor 13); 

15. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor  Tahun2015 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota 
Parepare Nomor ) 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
 Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Parepare. 

 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat sebagai unsur 

Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

 
3. Walikota adalah Walikota Parepare. 

 
4. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare Tahun 
Anggaran 2015.  

 

BAB II 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

Pasal 2 

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 

semula berjumlah Rp. 741.066.560.544,- bertambah sebesar Rp. 
213.869.089.313,- sehingga menjadi Rp. 954.935.649.857,- dengan 

rincian sebagai berikut : 
  

1. Pendapatan  

a. Semula Rp. 730.012.750.145,00 
b. Bertambah Rp. 110.346.474.528,98 

 

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan 
 Rp. 840.359.224.671,98 

 
 
 

 



 

2. Belanja Daerah 
a. Semula Rp. 735.591.485.544,00 
b. Bertambah Rp. 213.869.089.313,00 

Jumlah belanja daerah setelah perubahan  
  Rp. 949.460.574.857,00 

Surplus/(Devisit) setelah Perubahan 
  Rp. 109.101.350.185,02 

 

3. Pembiayaan 
a.Penerimaan 
 1) semula Rp.  11.053.810.399,00 

 2) Bertambah Rp. 103.522.614.786,02 
 Jumlah penerimaan setelah perubahan  

   Rp.  114.576.425.185,00 
b. Pengeluaran 
 1) Semula Rp.     5.475.075,000,00 

 2) Bertambah/berkurang Rp.                           0,00 
  Jumalah pengeluaran setelah pengeluaran 

   Rp.     5.475.075.000,00 
  Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan 
   Rp.  109.101.350.185,02 

 
 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan       0 
 

 
Pasal 3 

 
 Ringkasan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih 

lanjut pada Lampiran I Peraturan Walikota ini. 

 
 

Pasal 4 
 

 Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih 

lanjut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini. 
 
 

Pasal 5 
 

 Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota 
ini. 

 
Pasal 6 

 

 Pelaksanaan Penjabarab APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini 
dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-
undangan. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 
 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 7 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundang kan dan 

apabila terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan 
perbaikan sebagaimana mestinya. 

 

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah 

Kota Parepare. 

 

       

 Ditetapkan di Parepare  
 Pada tanggal 21 Oktober  2015 

       
 WALIKOTA PAREPARE, 

 

 

 

           TAUFAN PAWE 

 

 

 

Diundangkan di Parepare 
Pada tanggal 21 Oktober  2015 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,  

 

 

MUSTAFA MAPPANGARA 

 

 

 

 

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2015 NOMOR 45 

 

 

 

 

 


